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BEBERAPA

waktu lalu, Ge-

dung DPRD Pro-

vinsi DIY menja-

di sasaran van-

dalisme massa

aksi yang menun-

tut pencabutan

UU TNI yang sa-

ja baru disahkan.

Massa aksi ber-

sikap anarkis ke-

tika mengekspre-

sikan kekecewaan mereka. Sebab,

pengesahan UU TNI pada 20 Maret lalu

dianggap telah melukai wajah demo-

krasi nasional. Sejumlah pihak bahkan

menasbihkan tanggal tersebut sebagai

akhir masa Reformasi. Alasannya,

pengesahan UU TNI menjadi langkah

mundur komitmen Reformasi yang di-

bangun 26 tahun terakhir. Pemerintah

dan Parlemen teguh mengesahkan UU

TNI, kendati selama sepekan lebih ma-

syarakat lantang menolak.

Substansi perubahan UU TNI telah

mengecewakan publik. Selain legis-

lasinya yang serampangan, penamba-

han jabatan publik yang diisi prajurit

aktif dan perluasan kewenangan opera-

si militer selain perang (OMSP)

berpotensi menambah beban kerja TNI.

Hal ini, justru dapat melemahkan

potensi TNI sebagai militer.

Militer sebagai Alat Tempur

Sempat berseliweran penggalan video

lama nasihat mendiang Salim Said, gu-

ru besar dan pakar hubungan sipil-

militer Indonesia, kepada Prabowo

Subianto yang kala itu menjabat seba-

gai Menteri Pertahanan. Pada video

tersebut, Salim Said mewanti-wanti

agar TNI terus berlatih bertempur mes-

ki dalam kondisi tidak sedang berpe-

rang dan tidak mengurusi hal-hal selain

pertahanan nasional. Menurut Salim

Said, jika TNI disibukkan dengan urus-

an-urusan yang bukan bidangnya, ne-

gara-negara lain akan meremehkan ke-

mampuan TNI dalam pertempuran.

Hal ini, menurut Salim Said, dapat me-

nurunkan deteren dan citra Indonesia di

kancah dunia.

Nasihat Salim Said tersebut didasar-

kan pada pepatah terkenal di dunia

militer: si vis pacem, para bellum, ìjika

kamu menginginkan perdamaian, bersi-

aplah untuk perangî. Maknanya, per-

siapan tempur menjadi hal mutlak bagi

negara, kendati berada pada masa

damai, untuk menghindari agresi dari

lawan. ëAdu mekanikí dan pamer keku-

atan militer menjadi hal yang lazim di-

lakukan negara, untuk menghalau ni-

atan liar pihak lain untuk melakukan

invasi.

Sehingga, kapabilitas militer dalam

pertempuran harus senantiasa diba-

ngun. Pemerintah, sebagai pelaksana

kuasa eksekutif, memiliki kewajiban

untuk memastikan langkah tersebut.

Menjadikan TNI sebagai militer cakap,

bukan sebaliknya.

Langkah Demiliterisasi TNI

Sayangnya, perubahan ketentuan

dalam revisi UU TNI justru menjadikan

prajurit semakin tidak militer. Per-

luasan OMSP dan penambahan ëjatahí

jabatan kementerian dan lembaga

dalam revisi terbaru membuat TNI ke-

hilangan eksistensinya sebagai militer

yang cakap. Pasalnya, TNI dituntut un-

tuk nimbrung pelbagai aktivitas, mulai

dari menangani terorisme, membantu

pemerintahan daerah, hingga dijejali

tugas menjaga proyek strategis nasio-

nal. Ini membelokkan dari urgensi pra-

jurit untuk mengasah skill utama yang

seharusnya dikuasai: menja-

di pasukan pertahanan yang

tangguh.

Terlebih, kita tidak bisa

mengatakan tingkat perta-

hanan nasional kita sudah

paripurna. Badan Siber dan

Sandi Negara (BSSN) men-

catat, terjadi sebanyak

122,79 juta serangan siber

pada periode Januari-Agus-

tus 2024. Selain itu, dari segi

kuantitas, jumlah personil

secara umum, prajurit TNI

juga dianggap kurang jika di-

bandingkan dengan luas ter-

itorial yang harus dilindungi.

Bahkan, pemerintah terus

mendorong penambahan

anggota Komponen Cadang-

an untuk membantu tugas

utama TNI. Artinya, TNI masih kewala-

han dalam melaksanakan tugas uta-

manya sebagai komponen utama perta-

hanan.

Alih-alih memperbaiki permasalahan

institusinya, perubahan UU TNI justru

memperluas beban kerja prajurit.

Prajurit TNI akan semakin terbebani ji-

ka dituntut untuk menambah kapabili-

tas lain. Peluasan kewenangan mena-

ngani terorisme dan bencana alam yang

hendak diberikan kepada TNI akan

menjadikan fokus sumber daya manu-

sia militer kita terpecah. Agenda perlu-

asan kewenangan yang diatur dalam

UU TNI adalah sebuah anomali kon-

teks. Jauh panggang dari api, revisi di-

canangkan justru akan memperlemah,

alih-alih memperkuat pertahanan na-

sional Indonesia.

Peningkatan kewenangan dan ling-

kup OMSP merupakan hal yang mu-

bazir. Melalui beleid terbaru, TNI disu-

ruh untuk menyelesaikan permasalah-

an instansi lain, dipaksa untuk bekerja

ekstra. Padahal, tugas utama mereka

dalam menjaga pertahanan Indonesia

sudah berat. Maka, sepatutnya kita ber-

tanya-tanya, jika TNI dan sipil sama-

sama dirugikan, untuk kepentingan sia-

pa UU TNI kemarin dibuat? (*)-d

*)Rahadian Diffaul Barraq

Suwartono SH MH, Departemen

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia.

Wartawan Harus Dilindungi Secara Hukum

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono

Dunia hiburan Indonesia kehilangan

penyanyi legendaris Titiek Puspa.

- Tetap bertitik bunga.

*** 

Saham-saham AS melonjak, Presiden Trump

tunda kenaikan tarif resiprokal.

- Main lonjak-lonjakan!

***

Meski defisit Rp 104 triliun, Menteri

Keuangan RI jamin APBN terkendali.

- Sudah ada kendalinya?

Mubazir Kewenangan dalam UU TNI Baru

KEKERAS-

AN menimpa

wartawan ketika

menjalankan tu-

gas jurnalistik

kembali terjadi

di Indonesia.

Kali ini kekeras-

an diduga di-

lakukan oleh

Ajudan Kapolri Jendral Listyo Sigit

Prabowo ketika wartawan sedang

meliput Kapolri yang meninjau arus

mudik, 5 April 2025 lalu. Aji dan PFI

telah mengeluarkan pernyataan

sikap terkait hal ini. Kapolri

sendiri telah merespons dan

akan menyelidiki kebenaran-

nya.

Kejadian di atas menambah

daftar panjang kekerasan yang

terjadi pada wartawan, misal

ketika wartawan sedang

meliput demonstrasi terkait UU

TNI di Gedung Grahadi

Surabaya bulan Maret 2025.

Tahun 2024 wartawan Tribata

TV Rico Sampurna Pasaribu

tewas ketika terjadi kebakaran

di rumahnya. Diduga ini buntut

dari karya jurnalistiknya yang

mengungkap perjudian di

Kabupaten Karo. Sumatera

Utara. Data yang dihimpun

Bidang Advokasi AJI Januari

hingga Maret 2025 telah ada la-

poran 23 kasus kekerasan yang

menimpa jurnalis.

Sangat ironis ketika ada keke-

rasan yang menimpa wartawan.

Mengingat Pasal 8 UU No 40 tahun

1999 tentang pers menyebutkan

ìDalam melaksanakan profesinya

wartawan mendapatkan perlindungan

hukumî. Penjelasan pasal ini menye-

butkan, ìperlindungan hukumî adalah

jaminan perlindungan pemerintah dan

atau masyarakat kepada wartawan

dalam melaksanakan fungsi, hak, ke-

wajiban dan peranannya sesuai de-

ngan ketentuan perundangan yang

berlaku.

Wartawan yaitu seseorang yang

menjalankan tugas jurnalistiknya se-

cara teratur akan selalu berhadapan

dengan struktur kuasa. Relasi antara

jurnalis dan struktur kuasa adalah

egaliter. Mengingat wartawan sebagai

ujung tombak sebuah media bertugas

untuk menyampaikan informasi yang

sudah terverifikasi kepada publik.

Informasi itu dibutuhkan agar masya-

rakat bisa berdaptasi dengan dinamika

perubahan yang terjadi dalam masya-

rakat.

Realitasnya, relasi wartawan dan

struktur kuasa tidak imbang. Struktur

kuasa dengan alat kekuasaannya, ti-

dak jarang melakukan represi pada

wartawan. Diksi kasar hingga kekeras-

an fisik diterima wartawan ketika

meliput. Wartawan melalui organisasi

wartawan, akademisi sudah berteriak

merespons setiap kekerasan yang

menimpa wartawan. Namun teriakan

itu toh belum  mampu menghentikan

kekerasan pada wartawan.  

Semua pihak, struktur kuasa, ma-

syarakat perlu melihat posisi

wartawan dalam frame yang sama.

Wartawan hadir bukan untuk mem-

beritakan fakta yang membuat reso-

nansi, iritasi sehingga membuat bebe-

rapa pihak merasa gerah. Wartawan

melalui karya jurnalistiknya mengem-

ban satu fungsi, yaitu melakukan kon-

trol sosial. Fungsi ini ketika dijalankan

seringakali oleh beberapa pihak dinilai

ìmengangguî.

Fungsi kontrol sosial mutlak di-

jalankan oleh media  untuk menghin-

dari terjadi abuse of power, mencegah

terjadinya pemerintahan otoriter se-

hingga kepentingan publik terganggu.

Wartawan dalam menjalankan tugas

jurnalistiknya tetap harus berlan-

daskan kode etik, melakukan check

and balance, dan peliputan yang kom-

prehensif.

Bagaimana bila ternyata informasi

yang disampaikan wartawan salah?

Ada mekanisme yang jelas diatur

dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU

Np 40 Tahun 1999 tentang pers. Di sini

jelas disebutkan pers wajib melayani

Hak Jawab dan hak koreksi. Kode Etik

Wartawan Indonesia pasal 11 juga

membahas mekanisme ini.

Hak jawab adalah hak seseorang

atau sekelompok orang untuk

memberikan tanggapan atau

sanggahan terhadap pemberi-

taan berupa fakta yang

merugikan nama baiknya. Hak

koreksi hak setiap orang untuk

membetulkan kekeliruan pem-

beritaan oleh pers, baik tentang

dirinya atau orang lain. Melalui

pemaknaan ini jelas ada

mekanisme yang perlu dipaha-

mi bersama terkait relasi

wartawan dan semua pihak.

Ada mekanisme hukum yang

bisa ditempuh bila ada kesalah-

an dalam pemberitaan, bukan

dengan kekerasan.

Apabila kekerasan, ancaman

digunakan untuk membung-

kam wartawan, percayalah itu

tidak akan berhasil. Profesi

wartawan hadir untuk meng-

awal kebenaran atau truth.

Wartawan ada karena warta-

wanlah yang mempunyai tugas

mengawal informasi yang telah terver-

ifikasi kepada masyarakat. (*)-d

*)Susilastuti DN, Ketua Pusat

Studi Media UPN ìVeteranî

Yogyakarta dan Dosen Ilmu

Komunikasi UPNVY.

Susilastuti DNBanjir Masih Mengancam
BENCANA banjir tampaknya belum

akan berakhir di musim pancaroba

saat ini. Badan Nasional Penanggu-

langan Bencana (BNPB) mengimbau

masyarakat untuk meningkatkan ke-

waspadaan terhadap potensi bencana

hidrometeorologi, seperti banjir dan

tanah longsor. Bahkan diperkirakan

masa peralihan musim masih akan

berlangsung sepanjang bulan April ini.

Menurut Kepala Pusat Data, Infor-

masi dan Komunikasi Kebencanaan

BNPB, Abdul Muhari, peralihan musim

atau masa pancaroba kerap disertai

cuaca ekstrem, seperti hujan lebat

berdurasi singkat, angin kencang, pe-

tir, serta potensi terjadinya angin puting

beliung dan hujan es. Karena itu,

BNPB mendorong masyarakat agar

selalu memperhatikan prakiraan cua-

ca harian dan selalu siaga bencana.

Sejumlah wilayah di Daerah Isti-

mewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

beberapa hari terakhir ini juga dilanda

banjir. Bahkan banjir di Kabupaten

Temanggung tahun ini disebut sebagai

yang terparah dalam beberapa tahun

terakhir ini. Banjir mengakibatkan long-

sor juga terjadi di Kabupaten Purwo-

rejo. Akibatnya, terjadi bencana long-

sor di Kecamatan Kaligesing. Sedikit-

nya ada 4 titik longsor yang perlu

penanganan cepat karena berkaitan

dengan akses jalan dan sarana pen-

didikan. Longsor juga terjadi di Dusun

Jetis Desa Gambasan Kecamatan

Selopampang.

Terkait cuaca yang masih ekstrem,

BNPB terus memantau perkembang-

an cuaca dan kejadian bencana di

berbagai daerah. Selain itu juga meng-

ingatkan pemerintah daerah untuk

sigap dalam menghadapi potensi ben-

cana selama masa peralihan musim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (BMKG) mengimbau ma-

syarakat untuk mewaspadai potensi

terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah

wilayah di Jawa Tengah (Jateng) pada

11-13 April 2025. Berdasarkan infor-

masi, dinamika Atmosfer yang dirilis

BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet)

Ahmad Yani Semarang, ada tiga faktor

yang berpotensi menyebabkan ter-

jadinya cuaca ekstrem.

Kelompok Teknisi BMKG Stamet

Tunggul Wulung Cilacap Teguh

Wardoyo di Cilacap menyebutkan,

potensi cuaca ekstrem tersebut turut

dipicu oleh labilitas lokal kuat yang

mendukung proses konvektif pada

skala lokal diamati di Jateng. Kondisi

tersebut dapat menyebabkan pening-

katan potensi cuaca ekstrem berupa

hujan dengan intensitas sedang hing-

ga lebat yang dapat disertai petir dan

angin kencang di beberapa wilayah

Jateng pada 11-13 April 2025.

Disebutkan pula, Sabtu (12/4) hari

ini cuaca ekstrem berpotensi terjadi di

Kabupaten Cilacap, Banyumas, Pur-

balingga, Banjarnegara, Kebumen,

Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/

Kota Magelang, Klaten, Wonogiri,

Karanganyar, Sragen, Blora, Kudus,

Jepara, Demak, Temanggung, Kendal,

Batang, Kabupaten Pekalongan, Pe-

malang, Kabupaten Tegal, Brebes,

dan sekitarnya.

Potensi cuaca ekstrem pada hari

Minggu (13/4) meliputi Kabupaten Ci-

lacap, Banyumas, Purbalingga, Ban-

jarnegara, Kebumen, Purworejo, Wo-

nosobo, Kabupaten/Kota Magelang,

Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Suko-

harjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen,

Grobogan, Kudus, Jepara, Temang-

gung, Kabupaten/Kota Semarang,

Kota Salatiga, Kendal, Batang, Kabu-

paten/Kota Pekalongan, Pemalang,

Kabupaten/Kota Tegal, Brebes, dan

sekitarnya.

BNPB, BPBD dan BMKG telah

mengingatkan potensi cuaca ekstrem,

dan potensi bencana banjir, longsor

dan angin kencang. Sekarang, tinggal

bagaimana kesiapan pemerintah da-

erah menyiapkan berbagai langkah

antisipasi. BPBD juga sudah meng-

ingatkan, bahwa kesiapsiagaan meng-

antisipasi risiko menjadi penting.

Pemerintah daerah jangan hanya

bertindak setelah bencana melanda.

Berkaitan dengan prediksi tentang

potensir banjir yang masih mengan-

cam, tentunya pemerintah daerah

utara Jawa Tengah juga tetap harus

meningkatkan kewaspadaan. Dwmi-

kian juga kawasan bagian tengah

Jawa Tengah yang biasa terjadi ben-

cana longsor, seperti Banyumas dan

Banjarnegara. ❑ - f

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas dan foto

diri. Terimakasih. 
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